
PENCABUTAN PERDA RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN, 3HLM 
 
2019 
 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
 
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG 
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2014 
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN 
 

  ABSTRAK  - Bahwa urusan pemerintahan di bidang kelautan bukan 
kewenangan kabupaten/kota, sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah terakhir kali dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, serta Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 

  - Bahwa berdasarkan Deklarasi Menteri Kelautan dan 
Perikanan RI serta Deklarasi Bupati pada 15 Desember 2014, 
Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan RI tentang 
penghapusan retribusi dan pungutan perikanan untuk nelayan 
dengan kapal hingga 10 GT, dan Surat Dewan Kelautan pada 
23 Desember 2014, Bupati/Walikota tidak lagi berwenang 
memungut Retribusi Izin Usaha Perikanan; 

  - Sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 Tentang Pemerintahan Daerah maka diperlukannya 
pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 
2014 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dikarenakan 
dalam hal urusan pemerintahan dibidang kelautan bukan 
merupakan kewenangan Kabupaten/Kota; 
 

 CATATAN : -  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; 

  -  Peraturan Daerah ini diundangkan pada tanggal 10 Januari 
2019. 

  -   

 


